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Abstrak
 

Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP

58/2023 dan PMK 168/2023 diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih mudah.

Namun, kebijakan TER dan kebijakan lainnya justru berpotensi tidak sepenuhnya menciptakan kondisi yang

memudahkan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TER dalam

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditinjau dari asas ease of administration, dengan analisis terkait

latar belakang, urgensi, dan faktor pendukung maupun penghambat dari kebijakan ini. Pendekatan penelitian

ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan

kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak

melalui regulasi yang sederhana, pengawasan oleh DJP, dan pengawasan bagi karyawan. Namun, dilihat

dari asas ease of administration, kebijakan TER masih belum sepenuhnya memenuhi asas yang ada.

Kebijakan ini telah menunjukkan kejelasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak,

waktu pemberlakuan, dan mekanisme kompensasi atas Lebih Bayar, namun aspek prosedur teknis

perhitungan, mekanisme pengembalian Lebih Bayar dari pemberi kerja ke karyawan, dan mekanisme

pemeriksaan PPh Pasal 21 masih perlu diperhatikan. Kebijakan TER menyederhanakan proses perhitungan

PPh Pasal 21 di Masa Pajak Januari-November, namun menimbulkan kesulitan di akhir tahun. Sistem

pelaporan e-Bupot 21/26 yang digunakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan TER, terutama di

masa transisi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sistem pelaporan terbaru dan strategi komunikasi

yang efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, gejolak internal antara pemberi

kerja dan karyawan, serta ketidaksiapan sarana penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan

TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 memerlukan penyempurnaan agar lebih konsisten dengan asas ease of

administration. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi dan penyesuaian sistem secara masif,

pengenalan mekanisme restitusi atau pemindahbukuan untuk Lebih Bayar PPh Pasal 21, dan pengembangan

strategi manajemen keuangan oleh pemberi kerja.

......The Average Effective Rate (TER) policy for withholding Income Tax (PPh) Article 21 as per PP

58/2023 and PMK 168/2023 is expected to simplify tax administration. However, the TER policy and other

regulations may not entirely create favorable conditions for taxpayers. This study aims to analyze the TER

policy in the context of withholding Income Tax Article 21, focusing on the ease of administration principle,

including an analysis of the background, urgency, and supporting and inhibiting factors of this policy. The

research employs a post-positivist approach, utilizing field studies and literature review techniques. The

findings indicate that the TER policy aims to enhance tax compliance through simple regulations,

supervision by the Directorate General of Taxes (DJP), and supervision for employees. However, from the

perspective of ease of administration, the TER policy does not fully meet the existing principles. While the

policy provides clarity on tax subjects, tax objects, tax bases, tax rates, implementation timing, and
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compensation for overpayments, aspects such as technical calculation procedures, mechanisms for returning

overpayments from employers to employees, and the Income Tax Article 21 audit mechanism require

further attention. The TER policy simplifies the calculation process for Income Tax Article 21 from January

to November but creates difficulties at the year-end. The e-Bupot 21/26 reporting system also does not fully

support the implementation of TER, especially during the transition period. Supporting factors for this

policy include the latest reporting system and effective communication strategies. Inhibiting factors include

the limited implementation time, internal conflicts between employers and employees, and unprepared

supporting facilities. This study concludes that the TER policy for withholding Income Tax Article 21 needs

refinement to align better with the ease of administration principle. Recommendations include massive

evaluation and adjustment of the system, introduction of a restitution mechanism for overpayment of Income

Tax Article 21, and the development of financial management strategies by employers.


